
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587),

: bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal177 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang
darr/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang
bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil
kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan
Badan Layanan Umwn Daerah yang sah, diberikan
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya
dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan Iatau jasa pemerintah, sehingga
perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

BUPATI TABALONG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAK.1TUMUM DAERA_I-I D.A_""lPUSAT ¥..ESEHAT~"l Mlt·..SY.&~RAKAT

PERATURANBUPATI TABALONG
NOMOR2.,TAHUN 2021

TENTANG

BUPATI TABALONG
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN

SALINANI



9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan UmumDaerah;

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang
dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang PengeioiaanKeuanganBadan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepuhlik Indonesia Nomor6322);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalab Bupati Tabalong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
5. Pengadaan Barang/ Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan

Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dari

Pasall

BAH I
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASABADANLAYANANUMUMDAERAHPADA
RUMAHSAKITUMUMDAERAHDANPUSATKESEHATAN
MASYARAKAT.

MEMUTUSKAN:

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tabun 2010 Nomor 02, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2017 Nomor 02);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongNomor02);

17.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor41);

14.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

3



pendapatan BLUDyang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

6. Badan Layanan Umum Daerahyang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah atau Unit Kerjapada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang j jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik
PemerintahDaerah.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut Puskesmas BLUDadalah unit pelaksana teknis pada
Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

9. PolaPengelolaanKeuanganBLUD,yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitasberupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada
umumnya.

10.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuanganjbarang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang
berlaku umum.

11.Pemimpin BLUDyang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur
RSUDdan KepalaPuskesmas.

12.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Pemimpin BLUDuntuk
mengambil keputusan danj atau melakukan tindakan dalam proses
pengadaan barangjjasa.

13.Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan
Pengadaan Langsung,Penunjukan Langsung,danj atau E-Purchasing.

14.PenyediaBarangjJasa BLUDyang selanjutnya disebut Penyedia adalah
PelalruUsaha yangmenyediakanbarang/jasa berdasarkan kontrak.

15.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidangekonomi.

16.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh PenggunaBarang.

17.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
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KebijakanPengadaanBarang{Jasa pada BLUDmeliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan PengadaanBarangj Jasa;
b. rnelaksanakan Pengadaan 8arangj Jasa yang lebih transparan, terbuka,

dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Pengadaan8arang/Jasa;dan
d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi

elektronik.

Pasal4

BAB II

KEBIJAKAN,PRINSIP,DANETIKA

Pasal3
PengadaanBarangjJasa pada BUMDbertujuan untuk:
a. menjamin ketersediaan barangj jasa yang lebih bermutu dan lebih murah;

dan
b. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan BUMD.

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip
efisien,efektif,transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi BUMD.

Pasal2

19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, danj atau keterampilan dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikansuatu pekerjaan.

20. E-purchasing adalah pembelian secara Elektronik adalah tata cara
pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik dan melalui
Tokodalam Jaringan (Daring).

21.Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
BarangjPekeIjaan KonstruksijJasa Lainnya.

22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

23.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia BarangjPekerjaan KonstruksijJasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentuj mendesak.

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.
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(2) PengadaanBarangjJasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(3) Pengadaan Barang{Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui:
a. swakelola;danj atau
b. penyediabarang/ jasa.

(1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/dasa adalah semua Pengadaan
Barangj Jasa yang bersumber dari:
a. Jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sarna dengan pihak lain; dan
d. Lain-lainpendapatan BLUDyang sah.

BABIII
RUANOLINOKUP

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalarn Pengadaan Barang/-Jasa wajib mematuhi
etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barangj Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan infonnasi
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpanganPengadaanBarangjJasa;

c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat dalarn pengadaan barang/jasa;

f. menghindari dan mencegahpemborosan dan kebocorankeuangan BLUD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan /atau kolusi;

dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk

memberiatau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barangj jasa.

Pasal6

Pengadaan BarangjJasa pada BUMDdilakukan berdasarkan prinsip efisien
dan ekonomis sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5
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Pasal10

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan

BABVI
PERSIAPANPENGADAAN

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

(3) BLUDmengumumkan rencana Pengadaan Barang/ Jasa ke dalam aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sesuai dengan
rekening anggaran BLUD.

(2) Perencanaan pengadaan terdiri dari:
a. Perencanaan pengadaan mela1uiswakelola; dan Iatau
b. Perencanaan pengadaan melalui penyedia.

(1) Perencanaan Pengadaan Barang/.Jasa meliputi identifikasi kebutuhan,
penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan
Barang( Jasa.

Pasal9

BABV
PERENCANAANPENGADAANBARANG/JASA

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan
BLUD.

(2) KelompokKerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah KelompokKerja Pemilihan yang berada pada Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Sekretariat Daerah.

BABIV
PELAKUPENGADAAN

Pasa18
(1) Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. Pejabat Pengadaan;
c. KelompokKerja Pemilihan (Pokja);
d. Penyelenggara Swakelola; dan
e. Penyedia;

(4) Pengadaan Barang/Uasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi
hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/.Jasa yang berlaku
bagi BLUDsepanjang disetujui pemberi hibah.
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(1)Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
a. pelaksanaan kontrak swakelola;dan

Pasal12

8agian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pimpinan
BLUD.

(2) Metodepemilihan PenyediaJasa Konsultansi terdiri atas:
a. e-purchasing;
h. pengadaan langsung;
c. penunjukan langsung; dan
d. seleksi.

(1) Metode pemilihan Penyedia BarangJPekeIjaan KonstruksijJasa Lainnya
terdiri atas:
a. e-purchasing;
b. pengadaan langsung;
c. penunjukan langsung; dan
d. tender.

Pasall1

BagianKedua
Persiapan Dan Pelaksanaan PemilihanPenyedia

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barangj Jasa
melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur
dalam Peraturan pimpinan BLUD.

(4) Persiapan pengadaan melalui penyedia sebagaimana pada ayat (1)huruf b
meliputi kegiatan:
a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);dan /atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,

jaminan pemeliharaan darr/atau sertifikat garansi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a diatur dalam Peraturan pimpinan BLUD.

(2) Persiapan pengadaan melalui swakelola sebagaimana pada ayat (1)huruf
a meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RencanaAnggaranBiaya (RAB).

(1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola.
b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia.
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Pasal13
(1)Pengadaan Barang/iJasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan dengan jenjang nilai
sebagai berikut:
a. nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan
dengan bukti kontrak berupa Faktur/NotaJKuitansi;

b. nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan
dengan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);dan

c. nilai paling sedikit diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
dilakukan untuk metodeTender oleh KelompokKerjaPemilihan dengan
bukti kontrak berupa Surat Perjanjian,

BAB VII
JENJANGNlLAIPENGADAAN

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan
Barang/.Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

(4)Pelaksanaan kontrak penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. penetapan Surat Penunjukan PenyediaBarang/.Jasa (SPPRJ);
b. penandatanganan kontrak;
c. pemberian uang muka;
d. pembayaran prestasi pekerjaan;
e. perubahan kontrak;
f. penyesuaian harga;
g. penghentian kontrak atau berakhimya kontrak;
h. pemutusan kontrak;
i. serah terima hasil pekerjaan; dan/utau
J. penanganan keadaan kahar.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan
pimpinan BLUD.

(2) Pelaksanaan kontrak swakelolasebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. tipe I yaitu Swakelolayang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi

oleh BLUD;
b. tipe IIyaitu Swakelolayang direncanakan dan diawasi oleh BLUDdan

dilaksanakan oleh instansi lain pelaksana Swakelola;
c. tipe III yaitu Swakelolayang direncanakan dan diawasi oleh BLUDdan

dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dan/ atau kelompok
masyarakat pelaksana Swakelola.

b. pelaksanaan kontrak penyedia.
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(1) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a dan b wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang
Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 31 Desember 2023.

Pasal15

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

(2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah.

(I) Pembinaan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal14

BAB VIII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

(5)Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode e-purchasing melalui sistem
katalog elektronik yang dikembangkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan
Barang/-Jasa Pemerintah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh PPK
dengan nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(4)Pengadaan Barang/-Jasa nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh
juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode e-purchasing melalui toko
daring yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan bukti
kontrak berupa Surat Pesanan.

(3)Pengadaan Barang/.Jasa dengan metode penunjukan langsung dilakukan
dalam keadaan tertentu/ mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/ atau PPK
berdasarkan persetujuan pimpinan BLUD.

(2)Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
a. nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan

untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan
bukti kontrak berupa Faktur/ Nota/Kuitansi;

b. nilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat
Pengadaan dengan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
dan

c. nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dilakukan untuk metode Tender oleh Kelompok KeIja Pemilihan dengan
bukti kontrak berupa Surat PeIjanjian.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABAWNG TAHUN 2021 NOMOR .?:j:

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1'8 /lII~ 2.d2.1

ANANG SYAKHFIANI

BUPATI TABAWNG,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /8N.,~ Z-OG.-/

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa117

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati inimaka Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/ Atau Jasa
Pada Bagian Layanan Umum Daerah Rumab Sakit Umum Daerah H.
Badaruddin [Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 44)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BABX
PENUTUP

(:2) Perjanjianjkontrak pengadaan barangijasa pada BLUDRumah Sakit
dan Puskesmas yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan
Bupati irn, teta.p berlaku sarnpai dengan berakhirnya
perjanjiarr/kontrak.
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